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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sejauh mana 
kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan desa lokalaba. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode 
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, 
wawancara, observasi,dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan reduksi 
data,penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. Pemeriksaan keabsahan data 
dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. 
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan 
terhadap pembangunan Desa telah di lakukan secara efektif dan efisien oleh 
aparatur Desa, dalam bentuk program partisipasi Desa dengan berbagai macam 
kegiatan program seperti : Pembangunan Rabat Beton Jalan, Saluran Irigasi, 
Pembangunan Talud/Tembok penyokong, Pembangunan Gedung TK Aekela dan 
WC TK Mauwaru. 
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1.1 Latar Belakang 
Pembangunan Nasional merupakan aktivitas yang terjadi secara 
berkesinambungan dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan 
kemakmuran masyarakat. Indonesia saat melakukan kegiatan pemerintahannya 
dan pembangunan nasional memakai asas desentralisasi dengan memberikan 
keleluasaan untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya 
sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah 
merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengelola 
dan menangani sendiri kegiatan pemerintah dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang resmi.  
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah bagian dari sumber pendapatan 
terbesar untuk Negara yang berasal dari dalam negeri. Pajak Bumi dan 
Bangunan dapat digolongkan menjadi beberapa bagian yakni bagian perdesaan, 
bagian perkotaan, bagian perkebunan, bagian pertambangan dan bagian 
perhutanan. Pengambilan hasil dari  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini benar-
benar mendukung pemerintah daerah untuk melakukan percepatan 
pembangunan di daerah. Dengan demikian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
perlu mendapatkan atensi khusus dari pemerintah daerah dalam 




untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya kontribusi dari 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk membiayai  pembangunan, 
dengan demikian pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien, sehingga  
dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. 
Bersumber dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pedesaan dan 
Perkotaan (PBB P2) yang sebelumnya adalah pajak yang di urus oleh 
Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengaturnya. 
Pemberian PBB P2 kepada daerah untuk mengelolahnya sekurang-kurangnya 
pada  tahun 2014 (pasal 182 ayat (1) UU PDRD) akan berpindah dari 
Pemerintah Pusat ke Daerah. Pemberian Kewenangan PBB P2 ini dimulai dari 
system administrasi sampai penerimaan pembayaran pajak. Pemberian 
kewenangan ini membuat Pemerintah Daerah mesti membuat tindakan-
tindakan  persiapan dalam pengelolaan PBB P2 sehingga tidak memberikan 
masalah dan bisa memberikan efek positif untuk penerimaan pajak daerah.  
Pajak memiliki peranan yang sangat krusial dalam kehidupan bernegara, 
khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan,lantaran pajak merupakan 
sumber penghasilan negara untuk mendanai semua pengeluaran termasuk 
pengeluaran pembangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Bumi dan 
Bangunan. Bumi ialah permukaan atau tubuh bumi yang ada didalamnya, 
termasuk perairan. Bangunan ialah konstruksi yang dipasang atau ditanam 
secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk digunakan  sebagai tempat 




Pemakaian uang pajak digunakan untuk keperluan belanja pegawai 
sampai dengan pendanaan kegiatan berbagai proyek pembangunan.  Seperti 
kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana umum misalnya jalan, jembatan, 
sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi, semuanya menggunakan uang 
yang bersumber dari pajak. Uang pajak pun digunakan untuk pemanfaatan  
dalam upaya memberikan jaminan rasa aman untuk semua masyarakat. Setiap 
individu mulai dilahirkan sampai meninggal dunia, menikmati fasilitas atau 
pelayanan dari pemerintah, semuanya dibiayai dengan uang yang bersumber 
dari pajak. Sudah jelas bahwa, pajak memiliki peranan yang sangat penting  
bagi suatu negara dan sangat berpengaruh dalam mendukung jalannya roda 
pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. (SupriadinMj : 2004). 
 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK 
BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PEMBANGUNAN DESA LOKA 
LABA”. 
Motivasi kenapa saya memilih judul ini ada dua hal yaitu : 
1.  Sebagai pedoman dalam membangun desa tercinta yaitu desa lokalaba di 
tahun 2024 
2. Saya merasa miris melihat perkembangan desa lokalaba, karena tidak ada 
timbal balik atau fitback dari pemerintah desa untuk masyarakat setempat 
yang selalu membayar pajak bumi dan bangunan dari hasil kerja keras 




1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 
penelitian ini yaitu, Untuk Mengetahui Sejauh Mana Kontribusi Pajak Bumi 
Dan Bangunan Terhadap Pembangunan Desa Loka Laba ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penulis dalam mengadakan penelitian ini untuk 
mengetahui kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan desa 
loka laba. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang di dapatkan dalam penelitian ini yaitu : 
a. Manfaat Teoritis 
1.  Hasil penelitian ini diharapkan membawa wawasan kajian ilmu 
mengenai pajak bumi dan bangunan 
2. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah 
sekaligus menuangkan hasil dalam bentuk penulisan. 
b. Manfaat Praktis 
Memberikan gambaran pengetahuan terhadap masyarakat luas 









2.1 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu merupakan sumber data atau teori yang penulis 
gunakan dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang sedang dilakukan 
sehingga penulis dapat memperbanyak teori dalam penelitian. Oleh karena itu, 
dalam menunjang penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa 
penelitian terdahulu yang dianggap sesuai dengan penelitian yang sedang 
dilakukan. Selain itu jenis penelitian, metode penelitian dan temuan serta 
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Ketiga penelitan terdahulu diatas adalah bahan penulis dalam 
mengerjakan proposal skripsi, untuk penelitian terdahulu dari Wardani, Dkk 
penulis mengikuti penjelasan tentang kontribusi, obyek dan subyek pajak bumi 
dan bangnan perkotaan dan perdesaan. Dari penelitian Taliki penulis mengikuti 
penjelasan tentang konsep pajak, jenis-jenis pajak dan fungsi pajak secara 




penjelasan tentang kepatuhan pajak, teori dan asas pemungutan pajak, 
penjelasan tentang pajak bumi dan bangunan. 
 
2.2 Landasan Teori  
Landasan teori menjelaskan tentang hal-hal yang dapat digunakan dalam   
perumusan hipotesis yang ada dalam penelitian. Landasan teori ini memuat 
tentang penjelasan dan argumentasi yang akan digunakan dan disusun oleh 
penulis sebagai bahan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terdapat 
dalam penelitian. 
 
2.3 Definisi Pengaruh 
Penjelasan tentang kata pengaruh yang terdapat dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia terbitan kedua merupakan kekuatan yang timbul dari sesuatu 
(orang atau benda) yang ikut membangun kepribadian dan tingkah laku 
seseorang (KBBI, 1997: 747). 
Poerwadarminta (1986:731) menjelaskan pengaruh adalah kekuatan 
yang ada dan dapat timbul dari manusia maupun benda dan memiliki kekuatan 
untuk mempengaruhi orang lain. 
Bila dilihat dari beberapa penjelasan diatas, dapatlah dikatakan bahwa 
pengaruh adalah suatu kekuatan yang dapat timbul dari suatu hal, dan dapat 
menimbulkan efeck untuk orang lain. 
Menurut Hugiono, Dkk (2013:213) “pengaruh adalah efek yang bersifat 




oleh Badudu dan Zain “Pengaruh merupakan kekuatan yang menyebabkan 
sesuatu terjadi, yang dapat menciptakan dan mengubah sesuatu yang lain,serta 
patuh atau mengikuti karena kekuasaan orang lain ”. 
  Demikian pula Gottschalk (1994:13) yang menjelaskan pengaruh 
sebagai suatu akibat yang kuat dan dapat membentuk tingkah laku manusia baik 
secara sendiri-sendiri maupun bersama. Secara Umum Definisi pengaruh dapat 
dikatakan sebagi akibat yang timbul (tindakan atau keadaan) dari suatu 
perbuatan sebagai akibat dari dorongan untuk mengubah dan menciptakan suatu 
keadaan kearah yang lebih baik. 
 
2.4 Pengertian Kontribusi 
Kontribusi bersumber dari bahasa inggris yaitu, Contribute, Contribution 
yang memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan diri maupun sumbangan. Dengan 
demikian kontribusi dapat juga berbentuk materi dan tindakan. Hal yang 
sifatnya materi misalnya orang pribadi atau suatu badan yang melakukan 
pertolongan kepada orang lain untuk kesejahteraan bersama-sama. 
 Kontribusi adalah sumbangan atau pemberian, sehingga kontribusi dapat 
juga disebut sebagai peranan, masukan, ide dan lainnya.(KBBI) 
Menurut Guritno (2000). Kontribusi dapat juga diartikan sebagai bantuan 
yang di lakuakan individu dalam usaha mengatasi kerugian atau membantu 
kekurangan dalam hal-hal yang diperlukan. Hal yang diperlukan ini dapat 





Dalam kamus Economi, kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan 
secara kolektif dengan orang lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu dan 
secara bersama-sama. Kontribusi dalam artiannya sebagai tindakan yaitu 
sebagai kegiatan nyata yang dapat dilakukan seseorang atau kelompok yang 
dapat menimbulkan efek positif maupun negative kepada orang lain.  
Secara Umum Definisi kontribusi merupakan keikusertaan individu atau 
badan tertentu yang telah menempatkan dirinya sehingga dapat menimbulkan 
efek tertentu yang dapat dilihat dari segi social ataupun segi ekonomi. 
 
2.5 Pajak 
2.5.1 Pengertian Pajak 
Pengetahuan akan pajak seharusnya di mengerti oleh wajib pajak. 
Pengetahuan ini dapat diraih oleh wajib pajak apabila mengetahui arti dari 
pajak itu sendiri. Dengan demikian, pengetahuan tentang pajak harus 
dipahami dengan baik oleh wajib pajak.  
didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 
Pasal 1 ayat 1,pajak adalah contribusi untuk bangsa yang terutang oleh 
individu atau badan yang dapat dipaksakan dan tidak mengharapkan balasan 
secara langsung dan dipakai untuk kebutuhan bangsa demi terwujudnya 
kesejahteraan rakyat. Dari penjelasan diatas, terdapat 4 hal yang berkaitan 
erat dengan penjelasan tentang pajak yaitu : 





b. Dalam melakukan pembayaran pajak pemerintah memberikan 
kontra prestasi secara langsung terhadap wajib pajak 
c. Pungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah 
d. Uang pajak dipakai untuk pembiayaan pengeluaran bangsa untuk 
kemakmuran rakyat 
Prof. Dr. P. J. A. adriani( 2009: 2) mendefinisikan pajak sebagai iuran 
yang terutang oleh orang kepada negara yang dapat dipaksakan menurut 
aturan dengan tidak memperoleh prestasikembali yang langsung dapat 
diberikan dan digunakan untuk mendanai pengeluaran umum karena tugas 
negara adalah menjalankan roda pemerintahan.  
Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH(1990:5 ), mengartikan pajak 
sebagai iuran masyarakat untuk negara dengan tidak mengharapkan jasa 
timbal balik  (kontra prestasi) yang langsung dapat diberikan oleh negara.  
Sommerfeld, dkk berpendapat bahwa, pajak adalah pelimpahan harta 
dari pihak swasta ke pihak pemerintah, bukan karena melanggar hukum, 
namun wajib dilaksanakan, tetapi supaya pemerintah agar melaksanakan 
kewajibannya untuk menjalankan roda pemerintahan. 
Sedangkan menurut Soemitro Dkk (2006:1) adalah pengeluaran warga 
negara kepada kas bangsa yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mengharapkan kontraprestasi. 
Sedangkan Waluyo (2007, 17), mengartikan pajak sebagai pengeluaran wajib 
rakyat kepada negara yang harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku 




mendanai berbagai tugas negara. Dari penjelasan-penjelasan yang telah 
dikemukakan dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pajak merupakan 
pengeluaran wajib rakyat kepada negara yang sesuai dengan aturan-aturan 
yang berlaku dan dapat dipaksakan, tetapi pemerintah tidak dapat 
memberikan penghargaan kepada individu badan tertentu. Pajak dapat 
diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah dan dipakai untuk mendanai 
kegiatan pemerintah. 
 
2.5.2 Fungsi Pajak 
Seperti yang sudah diketahui bersama, pajak memiliki peran yang 
sangat besar untuk pembangunan nasional. Di bawah ini adalah fungsi pajak 
untuk pemerintah menurut Waluyo (2007: 6): 
a. Fungsi Penerimaan (budgetair)  
Pajak berperan sebagai alokasi dana yang digunakan untuk 
keperluan pemerintah. Dengan demikian, pemerintah memasukan pajak 
dalam perangkat APBN untuk sumber penerimaan dalam negeri yang 
berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku. 
b. Fungsi Mengatur (regulerend)  
Fungsi regulerend ialah bahwa pajak dapat dipakai sebagai alat 
untuk mengatur atau melakukan kebijakan di aspek social maupun 
economi. Seperti untuk meningkatkan investasi, maka pemerintah 





2.5.3 Teori pemungutan pajak 
a. Teori Asuransi  
Bangsa ini mempunyai tugas menjaga rakyat dan harta bendanya 
untuk itu rakyat harus membayar premi pada negara dalam bentuk pajak. 
Tetapi sebenarnya negara tidak pernah memberikan ganti rugi andaikan 
terjadi musibah. 
 
b. Teori Kepentingan 
Pengambilan uang pajak di letakkan atas kepentingan orang kepada 
negaranya. Semakin banyak yang memiliki kepentingan, maka semakin 
besar pajaknya. 
c. Teori Gaya Pikul 
 pajak dikeluarkan sesuai dengan kesanggupan seseorang, dan untuk 
mengetahui kesanggupan, selain dari tingginya penghasilan dan 
kekayaan juga besarnya pengularan seseorang. Pengguna gaya ini adalah 
Mr. Dr. JHR. Sininghe damste (dirjen pajak negeri belanda) dan Prof. W. 
J. de Langen (guru besar Univ. Amsterdam). 
d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (teori bakti) 
Bertolak belakang dengan ketiga asumsi diatas, bahwa negara 
didirikan karena adaanya persatuan dari individu yang mengabdikan 
dirinya pada negara berupa pembanyaran pajak. Dasar hukum pajak 
terletak dalam hubungan rakyat dengan negara. Pengguna ilmu ini adalah 




e. Teori Azas Gaya Beli 
Teori ini lebih menekankan pada pola mengatur dari pengambilan 
pajak. Penggun asumsi ini Prof. Dr. PJA. Adriani. 
 
2.5.4 Asas Pemungutan Pajak 
Dalam melakukan kegiatan pengambilan pajak, perlu kiranya suatu 
pertimbangan yang pada dasarnya harus menitikberatkan pada keadilan dan 
keaslian dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, perlu adannya dasar-dasar 
pengambilan pajak seperti yang pernah dicetuskan Waluyo (2007:13) yaitu: 
a. Asas Equality, yaitu pengambilan pajak yang dilakukan kepada semua 
orang harus berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing, sehingga 
tidak ada diskriminasi dalam pengambilan pajak 
b. Asas Certainty, yaitu lebih menitikberatkan pada pentingnya aturan yang 
mengaturnya, kepastian mengenai subjek pajak dan kepastian mengenai 
tatacara pengambilan pajak. 
c. Asas Convenience of Payment, yaitu mengatur tentang waktu yang tepat 
dalam melakukan pengambilan pajak yaitu pada saat orang mendapatkan 
penghasilan yang sudah memenuhi syarat objektifnya. 
d. Asas Economy, yaitu secara economi bahwa biaya pengambilan dan 
pemenuhan kewajiban pajak bagi orang diharapkan sedikit mungkin. 
2.5.5 Penggolongan Jenis Pajak 
Menurut www.pajak.go.id, pengelompokan pajak di negeri ini dapat 




a. Pajak Pusat  
Pajak pusat merupakan pajak yang diambil langsung oleh Direktorat 
Jendral Pajak-Kementrian Keuangan. Yang terdapat pajak pusat adalah: 
1. Tarif Penghasilan(PPh) 
2. Tarif Pertambahan Nilai (PPN) 
3. Tarif Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 
4. Biaya Bea Materai 
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB 
 
b. Pajak Daerah 
Pajak daerah merupakan pajak yang di pungut oleh pemerintahan 
daerah. Yang berdasarkan aturan No. 28 Tahun 2009. Dibawah ini yang 
termaksud dalam Pajak Daerah 
1. Pajak Provinsi, terdiri dari: 
a. Tarif Kendaraan Bermotor 
b. biaya Balik Nama Kendaraan bermotor 
c. tarif Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
d. tarif Air Permukaan 
e. tarif Rokok 
 








e. Penerangan Jalan 
f. Mineral Bukan Logam dan Batuan 
g. Tarif Parkir 
h. tarif Air Tanah 
i. Sarang Burung Walet 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 
k. biaya perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
 
2.6 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
2.6.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 
Dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi serta Bangunan (PBB) Pedesaan dan 
Perkotaan merupakan pajak atas bumi serta bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
yang berpotensi digunakan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali untuk 
daerah yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
Bumi merupakan bagian luar bumi yang meliputi daratan dan perairan 
pedalaman seperti laut wilayah kabupaten/kota. Sementara itu bangunan 
merupakan pengembangan khusus yang untuk selamanya ditanam atau 
ditambahkan ke tanah dan juga perairan pedalaman atau laut. Dari 
pemahaman mengenai pajak bumi serta bangunan diatas dapat kita 




daerah yang dikumpulkan dari individu oleh pemerintah daerah yang 
digunakan untuk pembiyaan dan penataan fasilitas daerah 
 
2.6.2 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan 
 Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. Dan peraturan no 12 Tahun 1985 sebagai mana telah diperbaiki 
dengan No 12 Tahun 1994 merupakan landasan hukum yang di pakai 
pemerintah daerah dalam melaksanakan pengambilan pajak terhadap 
masyarakatnya. 
2.6.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 
Berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2009 pasal 78, menjadi 
Subyek PBB Pedesaan serta Perkotaan ialah invidu atau lemabaga yang 
memiliki otoritas atas bumi, dan mendapatkan hasil dari bumi serta bangunan.  
2.6.4 Objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Objek PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi serta Bangunan 
yang dipunyai dan digunakan oleh individu atau lembaga, kecuali daerah 
untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang termasuk 
dalam pengertian bangunan adalah:  
a. Jalan lingkungan 
b. Jalan TOL 
c. Kolam renang 
d. Pagar mewah 




f. Galangan kapal, dermaga 
g. Taman mewah 
h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak 
i. Menara 
2.6.5 Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
a. Penentuan Obyek Pajak 
ketetapan Obyek Pajak  dalam undang-undang No. 28 Tahun 2009, 
adalah sebagai berikut :  
1. Pasal 82 
a. Satu tahun kalender merupakan tahun pajak. 
b. Dalam menentukan pajak terutang pajak dilakukan pada awal 
tahun sesuai dengan keadaan objek pajak. 
c. Tempat pajak yang terutang adalah di daerah yang meliputi objek 
pajak. 
2. Pasal 83 
a. Pendataan dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Objek Pajak. 
b. SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di 
tandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilyah 
kerjanya meliputi letak obyek pajak, sekurang-kurangnya dalam 
jangka satu bulan setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan 





3. Pasal 84 
a. Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah mengeluarkan Surat 
Pemberitahuan Pajak Terhutang 
b. Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah  
 
b. Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan yang sesuai 
dengan  UU No. 28 tahun 2009, yakni: 
1.  Pasal 77 
a. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan 
paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
untuk setiap Wajib Pajak. 
b. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
2.  Pasal 79 
a.  Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).merupakan dasar pengenaan PBB 
P2 
3. Pasal 80 
a. Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,3% (nol 
koma tiga persen). 
b. Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah 
c. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tata cara pembayaran 




2.6.6 Kepatuhan Pajak 
Dalam referensi Kbbi kepatuhan memiliki arti tunduk, dan taat pada 
aturan. Sedangkan Nurmantu (2008:149) menggolongkan kepatuhan ke 
dalam dua kategori, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. 
Kepatuhan formal adalah kondisi dimana warga negara memenuhi 
komitmennya secara resmi yang berdasarkan aturan perpajakan. Sedangkan 
kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana warga negara 
menyanggupi semua persyaratan material perpajakan sebagai mana yang 
terdapat dalam undang undang perpajakan. Dalam bidang pajak, aturan 
dapat dikatakan sebagai Undang-Undang Perpajakan yang dapat mengatur 
segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Dengan demikian, Kepatuhan 
Pajak merupakan usaha yang ditampilkan orang dengan perbuatan yang 
sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan. 
Dengan demikian Kepatuhan Pajak yang ditunjukan oleh warga negara, 
terdapat juga kesadaran syang dimana merupakan hal yang dapat 
meningkatkan kepatuhan pajak itu sendiri.    
Manik Asri (2009; 13) mengemukakan bahwa individu atau badan 
dapat disebut mempunyai ketaatan pajak yang baik apabila sesuai dengan 
hal-hal berikut:  
a. Menyadari adanya peraturan yang mengatur pajak. 
b. Memahami fungsi pajak untuk pendanaan negara. 
c. Mengerti bahwa kewajiban perpajakan harus dijalankan dengan 




d. Membayar, menghitung dengan benar dan melaporkan pajak tanpa 
adanya paksaan. 
 
2.7 Pembangunan Desa 
Pembangunan desa ditandai dengan adanya berbagai proyek 
pembangunan yang banyak ditujukan untuk membuat kemajuan pada desa. 
Proyek-proyek ini tidak hanya untuk mencapai kemajuan nyata,tetapi juga 
untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan cara ini,kemajuan 
pembangunan desa tidak hanya untuk mengadakan sesuatu yang baru tetapi 
lebih komprehensif (luas). Tujuan dari pembangunan desa termasuk 
meningkatkan banyak harapan untuk kenyamanan hidup masyarakat 
desa,mempersiapkan investasi masyarakat dalam pembangunan desa dan 
mengembangkan kapasitas untuk tumbuh secara bebas yang menunjukan pada 
makna kemampuan masyarakat (empowerment) untuk memiliki pilihan untuk 
membedakan kebutuhan dan masalah yang dihadapkan dan memiliki pilihan 
untuk menumbuhkan niat untuk mengatasi masalah dan berpikir 
kritis,sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. 
Arti pentimg dari pembangunan desa adalah adanya dukungan  dan 
penguatan terhadap masyarakat. Dukungan tersebut tidak hanya dicirikan 
sebagai kerjasama yang sedang dikembangkan dan diselesaikan oleh pihak 
luar desa ( outsider stakeholder) atau kegiatan dalam upaya mengefektifkan 
program-program pembangunan yang masuk ke desa,tetapi lebih dari itu. 




berjalan dengan menggerakan banyak penghuni setempatmsehingga dalam 
pelaksanaannya dapat memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan yang 
mereka miliki. Oleh karena itu, setiap potensi local kecilnya apapun tidak 
dapat diabaikan, karena pada akhirnya akan menjadi sumber pembangunan.  
Midgley (1995:78-79). Merekomendasikan bahwa ada beberapa bagian 
dari pembangunan desa, termaksud pentingya proses dan intervensi. Kedua hal 
ini harus ditampilkan dengan alasan bahwa mereka diidentikan dengan 
gagasan pemberdayaan. Dengan adanya intervensi diharapkan bahwa 
pencapaain perubahan social dengan penyebaran bantuan pemerintah yang 
merata dan tidak memihak kepada siapapun,karena pemerintah 
mengendalikan berbagai sumber daya ( strategies for social development by 
governments). 
 Hal demikian sangat berhubungan erat untuk meningkatkan semangat 
kebersaman masyarakat dalam kegiatan pembangunan, apalagi yang memang 
bertaraf domestic dan berkaitan dengan keinginan dasar masyarakat sudah 
selayaknya diserahkan pada masyarakat untuk merencanakan dan 
melaksanakannya. Tugas pemerintah hanya sebatas sebagai pemasok dana 








3.1 Jenis Penelitian 
Method dalam penelitian ini merupakan suatu pendekatan alamiah untuk 
dapat memahami objek objek yang menjadi tujuan atau motivasi dibalik suatu 
penelitian. Oleh karena itu dalam memilih method harus disesuaikan dengan 
tujuan penelitian yang dilaklukan. Jika dilihat dari segi pendekatan jenis 
penelitian dapat dipisahkan menjadi dua jenis yaitu methodlogi kuantitatif dan 
methodlogi kualitatif. Sementara dalam penelitian ini sendiri peneliti memakai 
methodlogi kualitatif. Bogdan dan Taylor (2007:4) mendifinisikan bahwa 
penelitian yang melahirkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan dari 
orang atau fenomena yang diamati adalah merupakan methodlogi kualitatif. 
Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil penelitian deskriptif 
yaitu penelitian yang menjelaskan secara kualitatif terkait objek yang akan 
dibicarakan dan nyata dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan seperti 
kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan desa yang 
dilakukan subyek penelitian menghasilakan data deskripsi terkait informasi 
lisan dan tertulis dari beberapa orang yang lebih mengetahui serta objek objek 
yang sedang diamati.  
 Penelitian deskriptif jika ditinjau dari segi teori merupakan suatu 




mengenai suatu fenomena yang terjadi yaitu mengenai kontribusi pajak bumi 
dan bangunan terhadap pembangunan desa loka laba. 
3.2 Kehadiran Penelitian 
Kehadiran peneliti memiliki peran yang sangat krusial yaitu sebagai 
pengumpul data dan pengamat penuh terhadap obyek yang sedang ditelitinya. 
Keberadaan peneliti juga harus diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek 
atau informan. 
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Desa Loka Laba Kecamatan Mauponggo jalan 
lintas Mauponggo Bajawa Kecamtan Mauponggo Kabupten Nagekeo Provinsi 
Nusa Tenggara Timur. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 
sampai 01 September 2019. 
3.4 Data Dan Jenis Data 
3.4.1 Data Primer 
Menurut Hasan (2002: 82) data primer adalah data yang dikumpulkan 
langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 
bersangkutan yang memerlukannya. Untuk dapat menghasilkan data primer 
maka penulis menggunakan beberapa teknik seperti Wawancara kepada 
responden, responden yang dipilih yaitu pihak yang keterkaitan dalam 






3.4.2 Data Skunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-
sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data-data inilah yang dapat 
menunjang peneliti dalam melakukan penelitian. 
3.5 Tehnik Pengumpulan Data 
 Dalam melakukan penelitian Teknik pengumpulan data adalah hal yang 
paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan pertama dari penelitian 
adalah mendapatkan data. menurut Sugiyono (2007:209) teknik pengumpulan 
data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, angket dan 
dokumentasi. Tetapi dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk 
mendapatkan data oleh peneliti adalah dengan menggunkan empat methode, 
yaitu: 
a. Studi kepustakaan (Library Research)  
 Guna mendapatkan data sekunder diperlukan studi kepustakaan, 
yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan 
merangkum data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. 
b. Wawancara  
Esterberg dalam Sugiyono (2007:211), mengartikan wawancara 
sebagai perjumpaan dua orang atau lebih untuk saling menukar informasi 
dan ide melalui pertanyaan, sehingga dapat disimpulkan makna dalam 
suatu topik tersebut. Dengan melakukan kegiatan wawancara, dengan 
sendirinya peneliti akan memperoleh hal hal yang lebih mendalam tentang 




dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam melakukan 
kegiatan wawancaranya, peneliti sudah menyiapkan hal-hal yang berkaitan 
dengan penelitian tersebut seperti pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk 
ditanyakan, dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan, oleh 
karena itu jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti ini tergolong 
kedalam jenis wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara 
peneliti menggunakan 12 orang responden ( Aparatur Desa ) sebagai 
narasumber. 
c. Observasi  
Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengamati subjek dan objek 
penelitian, sehingga peneliti dapat mengerti tentang kondisi yang 
sebenarnya. Pengamatan bersifat non-partisipatif, yaitu peneliti berada 
diluar sistem yang diamati. 
d. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah 
terjadi. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya dari 
seseorang (Sugiyono, 2007:213). Hasil penelitian yang menggunkan cara 
observasi atau wawancara akan lebih baik kalau didukung oleh dokumen-
dokumen yang bersangkutan 
3.6 Teknik Analisis Data 
Dalam method analisis data ini proses menyusun dan mencari secara 
sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 




menjelaskan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menata ke dalam pola, serta 
memilih mana yang akan dipelajari, dan menarik sebuah kesimpulan sehingga 
dapat dipahami diri sendiri dan orang lain.  
Jenis analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini mengikuti 
pandangan yang pernah di kemukakan oleh Miles and Huberman (2012 : 234) 
Mengatakan bahwa kegiatan untuk melakukan analisis data kualitatif dilakukan 
secara aktif dan terjadi secara terus-menerus pada setiap bagian-bagian 
penelitian sehingga dapat di selesaikan. Hal-hal yang termaksud dalam analisis 
data adalah sebagai berikut: 
a. Reduksi data 
Data yang didapat peneliti dari laporan, jumlahnya cukup 
banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan 
jelas. Mereduksi data sama halnya dengan merangkum, memilih 
bagian-bagian yang utama, serta memusatkan pada hal-hal yang 
penting 
b. Penyajian Data  
 Data penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk uraian 
singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 
 
c. Verifikasi atau penyimpulan Data 
Kesimpulan awal yang diberikan masih bersifat sementara, dan 
akan berubah bila terdapat bukti-bukti yang kuat dan mendukung 




pada bagian awal, dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan 
konsisten saat peneliti kembali melakukan pengumpulan data secara 
lansung di lapangan, maka kesimpulan tersebut merupakan 
kesimpulan yang kredibel. 
 
